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MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 146 TAHUN 2004


TENTANG

PERMINTAAN CUTI, PENETAPAN STATUS NON AKTIF GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAN PENETAPAN SEKRETARIS DAERAH SEBAGAI PELAKSANA TUGAS PEMERINTAHAN DALAM RANGKA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang
:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 5, pasal 13 ayat (4), pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum Oleh Pejabat Negara, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Permintaan Cuti, Penetapan Status Non Aktif Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Dan Penetapan Sekretaris Daerah Sebagai Pelaksana Tugas Pemerintahan Dalam Rangka Kampanye Pemilihan Umum.

Mengingat 
:
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum Oleh Pejabat Negara,(Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4370);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
:
PERMINTAAN CUTI, PENETAPAN STATUS NON AKTIF GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAN PENETAPAN SEKRETARIS DAERAH SEBAGAI PELAKSANA TUGAS PEMERINTAHAN DALAM RANGKA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Cuti adalah tidak masuk kerja berdasarkan ijin dari Pejabat yang berwenang dalam kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

2. Status Non aktif bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota adalah tidak dalam kapasitas jabatannya karena telah ditetapkan secara resmi sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum.

3. Kampanye Pemilihan Umum adalah kampanye pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

4. Waktu bersamaan adalah suatu keadaan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara resmi telah ditetapkan sebagai calon Presiden Dan Wakil Presiden dan/atau melaksanakan cuti Untuk melakukan kampanye pemilihan umum dan atau menjadi anggota tim kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu yang sama.

BAB II

TATA CARA PERMINTAAN CUTI, PENETAPAN NON AKTIF DAN
PENETAPAN SEKRETARIS DAERAH SEBAGAI PELAKSANA TUGAS
PEMERINTAHAN

Bagian Pertama
Permintaan Cuti
Pasal 2

(1) Dalam rangka pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum, permintaan cuti Gubernur dan Wakil Gubernur disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 12 hart sebelum pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum.

(2) Permintaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Presiden setelah dilakukan penelitian persyaratan jadwal dan jangka waktu, tempat dan lokasi kampanye pemilihan umum, selambat-​lambatnya 2 hari terhitung tanggal diterimanya permintaan cuti.

(3) Bentuk naskah dinas permintaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini.

Pasal 3

(1) Dalam rangka pelaksanaan kampanye pemilihan umum, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota mengajukan permintaan cuti kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur selambat-lambatnya 12 hari sebelum pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum.

(2) Permintaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri setelah dilakukan penelitian persyaratan jadwal dan jangka waktu, tempat dan lokasi kampanye pemilihan umum selambat​lambatnya 2 hari terhitung tanggal diterimanya permintaan cuti.

(3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 2 hari setelah diterimanya permintaan cuti.

(4) Bentuk naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran III, IV dan V keputusan ini.

Bagian Kedua
Penetapan Status Non Aktif
Pasal 4

(1) Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Calon Presiden dan atau Calon Wakil Presiden mengajukan status non aktif kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

(2) Pengajuan status non aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan.

(3) Bentuk naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran VI dan VII keputusan ini.

Pasal 5

(1) Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU untuk menjadi calon Presiden dan atau Calon Wakil Presiden mengajukan status non aktif sebagai Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan melampirkan keputusan KPU.

(2) Pengajuan status non aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan.

(3) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden menetapkan status non aktif bagi Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

(4) Bentuk naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran VIII, IX dan X keputusan ini.

Bagian Ketiga

Penetapan Sekretaris Daerah Sebagai Pelaksana Tugas Pemerintahan

Pasal 6

(1) Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden oleh KPU secara bersamaan dan/atau Gubernur dan Wakil Gubernur secara bersamaan melaksanakan cuti kampanye pemilihan umum dan atau menjadi anggota Tim kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur mengusulkan Sekretaris Daerah Provinsi sebagai Pelaksana Tugas Pemerintahan kepada Menteri Dalam Negeri.

(2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 2 hari setelah diterima usul dari Gubernur.

(3) Bentuk naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran XI dan XII keputusan ini.

Pasal 7

(1) Apabila Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan sebagai talon Presiden dan Calon Wakil Presiden oleh KPU secara bersamaan dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara bersamaan melaksanakan cuti kampanye Pemilihan Umum dan atau menjadi anggota Tim kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Bupati/Walikota mengusulkan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Tugas Pemerintahan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

(2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 2 hari setelah diterima usul dari Gubernur.

(3) Bentuk naskah dinas sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran XIII, XIV dan XV keputusan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1Maret 2004

MENTERI DALAM NEGERI


ttd

HARI SABARNO

LAMPIRAN 1 KEPU I uSAiv ritIv I LK! UHLAI I ivt~tKi

NOMOR
146 Tahun 2004

TANGGAL
1 Maret 2004

BENTUK NASKAH DINAS PERMINTAAN WTI
GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR
UNTUK MELAKUKAN KAMPANYE/ANGGOTA TIM KAMPANYE
CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN
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GUBERNUR


	
	
	Kepada

	Nomor
	:
	

	Sifat
	:                                                      Yth.
	Presiden Republik Indonesia

	Lampiran
	:
	Melalui Menteri Dalam Negeri

	Perihal
.
	Permintaan Cuti untuk melakukan
	di

	
	Kampanye Pemilihan Umum/Anggota
	Jakarta

	
	Tim Kampanye Calon

	


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
Tahun 2004 tentang Tata Cara Penetapan Status Non Aktif dan Cuti Pejabat Negara Serta Penetapan Sekretaris Daerah Sebagai Pelaksana Tugas Pemerintahan Sehubungan Pejabat Negara Ditetapkan Sebagai Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dan Atau Cuti Untuk Melakukan Kampanye Pemilihan Umum Dalam Waktu Bersamaan, bersama ini kami,

a. Nama

:

Jabatan
:

b. Nama

:

Jabatan
:

mengajukan permintaan cuti untuk melakukan kampanye pemilihan umum/Anggota Tim Kampanye Calon


Sebagai pertimbangan Presiden terlampir kami sampaikan jadwal dan jangka waktu, tempat dan lokasi kampanye ;

Demikian untuk makium.

GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR 

TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI 

Ttd

HARI SABARNO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTFRI DALAM NEGERI

NOMOR

: 146 Tahun 2004

TANGGAL
: 1 Maret 2004

BENTUK NASKAH DINAS SURAT MENTERI DALAM NEGERI
KEPADA PRESIDEN TENTANG PERMINTAAN CUTI
GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR
UNTUK MELAKUKAN KAMPANYE/ANGGOTA TIM KAMPANYE
CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN
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MENTERI DALAM NEGERI

Jakarta ………………….,
 

Kepada

Nomor 
: 

Sifat
:





Yth.
Presiden Republik Indonesia

Lampiran
:






di

Jakarta

Perihal
:
Permintaan Cuti Gubernur dan  Wakil Gubernur ………. untuk melakukan Kampanye Pemilihan Umum
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara, dengan hormat kami sampaikan permintaan cuti Gubernur dan Wakil Gubernur untuk melakukan kampanye Pemilihan Umum/Anggota Tim Kampanye Calon sebagai berikut :

a. Nama 
: jabatan
:

b. Nama
: Jabatan
:

Sebagai pertimbangan Presiden terlampir kami sampaikan jadwal dan jangka waktu, tempat dan lokasi kampanye Pejabat Negara yang bersangkutan.

Demikian untuk maklum.

MENTERI DALAM NEGERI
TTD

NAMA JELAS
MENTERI DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR
:
146 Tahun 2004

TANGGAL
:
1 Maret 2004

BENTUK NASKAH DINAS PERMINTAAN CUTI
BUPATI/WAKIL BUPATI/WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
UNTUK MELAKUKAN KAMPANYE/ANGGOTA TIM KAMPANYE
CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN
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BUPATI/ WALIKOTA 



……………….,

Kepada

Nomor
:

Sifat
:
Yth.
Menteri Dalam Negeri

Lampiran
:
Melalui Gubernur


Perihal
:
Permintaan Cuti untuk melakukan
di

Kampanye Pemilihan Umum                           ……………..

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penetapan Status Non Aktif dan Cuti Pejabat Negara Serta Penetapan Sekretaris Daerah Sebagai Pelaksana Tugas Pemerintahan Sehubungan Pejabat Negara Ditetapkan Sebagai Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dan Atau Cuti Untuk Melakukan Kampanye Pemilihan Umum Dalam Waktu Bersamaan, bersama ini kami,

a. Nama
:

Jabatan
:

b. Nama
:

Jabatan
:

mengajukan permintaan cuti untuk melakukan kampanye pemilihan umum/Anggota Tim Kampanye Calon
;

Sebagai pertimbangan Menteri Dalam Negeri terlampir kami sampaikan jadWal dan jangka waktu, tempat dan lokasi kampanye ;

Demikian untuk maklum.

BUPATI/WAKIL BUPATI/WALIKOTA/

WAKIL WALIKOTA ……………


TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI 

TTD

HARI SABARN0

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR
: 146 Tahun 2004

TANGGAL
: 1 Maret 2004

BENTUK NASKAH DINAS SURAT GUBERNUR
KEPADA MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERMINTAAN CUTI
BUPATI/WAKIL BUPATI, WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
UNTUK MELAKUKAN KAMPANYE/ANGGOTA TIM IAMPANYE
CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN
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GUBERNUR 


……  …………,
 

Kepada

Nomor

:





Yth.
Menteri Dalam Negeri

Sifat

:






Melalui Gubernur ………..

 Lampiran
:

Perihal
: Permintaan Cuti Bupati/Wakil Bupati

di

Walikota/Wakil Walikota ……………
Jakarta

untuk melakukan Kampanye Pemilihan 

Umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara, dengan hormat kami sampaikan permintaan cuti Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota untuk melakukan kampanye Pemilihan Umum/Anggota Tim Kampanye Calon Presiden/Calon Wakil Presiden sebagai berikut :

1. Nama 
:

Jabatan
:

2. Nama 
:

Jabatan
:

Sebagai pertimbangan Menteri Dalam Negeri terlampir kami sampaikan jadwal dan jangka waktu, tempat dan lokasi kampanye Pejabat Negara yang bersangkutan.

Demikian untuk maklum.

GUBERNUR 
………..
TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI

Ttd

HARI SABARNO

LAMPIRAN V KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR

: 146 Tahun 2004

TANGGAL

: 1 Maret 2004

BENTUK NASKAH DINAS CUTI BUPATI/WAKIL BUPATI
DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
UNTUK MELAKSANAKAN KAMPANYE PEMILU/ANGGOTA TIM KAMPANYE
CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 

NOMOR:

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang
:
Bahwa sesuai Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.... Tahun 2004, Pejabat Negara tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan cuti melakukan kampanye pemilihan umum/Anggota Tim Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presdien;

Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor
43 Tahun 1999 ;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ....Tahun 2004

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:

PERTAMA
:
Pejabat Negara tersebut dibawah ini :

1. Nama
:

Jabatan
:

2. Nama
:

Jabatan
:

terhitung mulai tanggal  … s/d  …. diberikan cuti untuk melakukan kampanye pemilihan umum/Anggota Tim Kampanye Calon
…….

KEDUA
:
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

ASLI
Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

TEMBUSAN
:
Keputusan ini disampaikan kepada :
A.N. PRESIDEN R.I

1. MENTERI DALAM NEGERI

2.                          TTD

3. dst.
  NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR
:146 Tahun 2004

TANGGAL
:1 Maret 2004

BENTUK NASKAH DINAS USUL NON AKTIF
GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR
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GUBERNUR


……………………………,

Kepada

Nomor
:

Sifat
:
Yth.
Presiden Republik Indonesia

Lampiran
:
Melalui Menteri Dalam Negeri

Perihal
:
Permintaan status non aktif
di

Sebagai Gubernur/dan Wakil
Jakarta

Gubernur

Dengan hormat kami laporkan sebagai berikut :

1. 
Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
Tahun 2004
tentang Penetapan secara resmi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Kami

a. Nama
:

Jabatan
:

b. Nama
:

Jabatan
:

ditetapkan secara resmi sebagai Calon Presiden/Calon Wakil Presiden.

2. 
Sehubungan dengan itu, mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2004 tentang
Permintaan Cuti, Penetapan Status Non Aktif Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dan Penetapan Sekretaris Daerah sebagai Pelaksana Tugas Pemerintahan Dalam Rangka Kampanye Pemilihan Umum, bersama ini kami mengajukan permintaan non aktif sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

Demikian untuk maklum

GUBERNUR ……….. 

TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

HARI SABARNO

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR
:146 Tahun 2004

TANGGAL
:1 Maret 2004


BENTUK NASKAH DINAS SURAT SURAT MENTERI DALAM NEGERI
KEPADA PRESIDEN TENTANG PENETAPAN NON AKTIF
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
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MENTERI DALAM NEGERI

Jakarta 
 

Kepada

Nomor
: Sifat
: Lampiran
:  Perihal
:


Penatapan Status Non Aktif Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur


Yth.
Presiden Republik Indonesia di

Jakarta

Memperhatikan surat Gubernur ……….
Nomor ……..
Tanggal …… perihal tersebut di atas, dengan hormat dilaporkan sebagai berikut :

1. 
Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2004
tentang Penetapan secara resmi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut di bawah ini,

a. Nama
:

Jabatan
:

b. Nama
:

Jabatan
:

ditetapkan secara resmi sebagai Calon Presiden/Calon Wakil Presiden.

2.
Sehubungan dengan itu, mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2004 tentang
Permintaan Cuti, Penetapan Status Non Aktif Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dan Penetapan Sekretaris Daerah sebagai Pelaksana Tugas Pemerintahan Dalam Rangka Kampanye Pemilihan Umum, bersama ini kami sampaikan permintaan non aktif sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut di atas, untuk mendapat penetapan lebih lanjut.

Demikian untuk maklum.

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

HARI SABARNO

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR
:146 Tahun 2004

TANGGAL
:1 Maret 2004

BENTUK NASKAH DINAS PERMINTAAN STATUS NON AKTIF
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
YANG DITETAPKAN SECARA RESMI SEBAGAI
CALON PRESIDEN ATAU CALON WAKIL PRESIDEN
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BUPATI/ WALIKOTA



…………………,

Kepada

Nomor
:

Sifat
:
Yth.
Menteri Dalam Negeri

Lampiran
:
Melalui Gubernur


Perihal
: Permintaan status non aktif
di

sebagai ..............
…………

Dengan hormat kami laporkan sebagai berikut :

1.
Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor …. Tahun 2004
tentang Penetapan secara resmi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Kami

a. Nama
:


Jabatan
:

b. Nama
:


Jabatan
:

Ditetapkan secara resmi sebagai Calon Presiden/Calon Wakil Presiden.

2.
Sehubungan dengan itu, mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ……. Tahun 2004 tentang
Permintaan Cuti, Penetapan Status Non Aktif Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dan Penetapan Sekretaris Daerah sebagai Pelaksana Tugas Pemerintahan Dalam Rangka Kampanye Pemilihan Umum, bersama ini kami mengajukan permintaan non aktif sebagai ………………….


Demikian untuk maklum

BUPATI/ WALIKOTA
 .


TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI 

ttd

HARI SABARNO

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR
: 146 Tahun 2004

TANGGAL
: 1 Maret 2004

BENTUK NASKAH DINAS SURAT GUBERNUR KEPADA MENTERI DALAM NEGERI
TENTANG PERMINTAAN STATUS NON AKTIF
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
YANG DITETAPKAN SECARA RESMI SEBAGAI
CALON PRESIDEN ATAU CALON WAKIL PRESIDEN
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GUBERNUR


           ……………………..’

Kepada

Nomor
:

Sifat
:

Lampiran
:

Perihal
:
Permintaan status non aktif

sebagai 


Memperhatikan surat Bupati/Walikota ……. Nomor ……...Tanggal ….  perihal tersebut di atas, dengan hormat disampaikan sebagai berikut :

1. 
Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor …. Tahun 2004 tentang Penetapan secara resmi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tersebut di bawah ini,

a. Nama
:

Jabatan
:

b. Nama
:

Jabatan
:

ditetapkan secara resmi sebagai Calon Presiden/Calon Wakil Presiden

2.
Sehubungan dengan itu, mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
Tahun …. 2004 tentang Permintaan Cuti, Penetapan Status Non Aktif Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dan Penetapan Sekretaris Daerah sebagai Pelaksana Tugas Pemerintahan Dalam Rangka Kampanye Pemilihan Umum, bersama ini kami sampaikan permintaan penetapan status non aktif dart jabatan tersebut di atas.

Demikian untuk maklum

GUBERNUR


TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

HARI SABARNO

LAMPIRAN X KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR
:146 Tahun 2004

TANGGAL
:1 Maret  2004

BENTUK NASKAH DINAS STATUS NON AKTIF
BUPATI/WAKIL BUPATI/WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 

NOMOR: …….

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang
:
a. 
bahwa berdasarkan Keputusan Kornisi Pemilihan Umum Nomor ….. tanggal …… Pejabat Negara yang namanya tersebut dalam keputusan ini ditetapkan sebagai Calon ……  dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 perlu dinonaktifkan dari jabatannya sebagai 
:

b.
bahwa penonaktifan dari jabatan negara tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

.Mengingat
:
1. 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor
43 Tahun 1999 ;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ....Tahun 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan
:

PERTAMA
: Pejabat Negara tersebut dibawah ini :

1. Nama

:

Jabatan

:

2. Nama

:

Jabatan

:

terhitung mulai tanggal …………. Non aktif dari jabatan …………….


KEDUA
:
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

ASLI
Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : 

Pada tanggal :

TEMBUSAN
:
Keputusan ini disampaikan kepada : 
A.N. PRESIDEN R.I

1.
MENTERI DALAM NEGERI

2.
TTD

3. dst.
NAMA JELAS


MENTERI DALAM NEGERI


Ttd



       HARI SABARNO

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR
:146 Tahun 2004

TANGGAL
:1 Maret  2004

BENTUK NASKAH DINAS USUL PENETAPAN
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS PEMERINTAHAN
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GUBERNUR ………….

Kepada

Nomor
:

Sifat
:





Yth.
Menteri Dalam Negeri 

Lampiran
:
     di


Perihal
: Usul Penetapan Sekretaris Daerah
 
Jakarta

Provinsi ……..
sebagai Pelaksana

Tugas Pemerintahan.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor… Tahun 2004 Gubernur dan Wakil Gubernur …….
ditetapkan secara resmi dan bersamaan sebagai calon
Presiden dan
Calon
Wakil Presiden/melaksanakan cuti untuk melakukan kampanye pemilihan umum/Anggota Tim Kampanye Calon …..


Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
Tahun 2004 tentang Permintaan Cuti, Penetapan
Status Non Aktif Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dan Penetapan Sekretaris Daerah sebagai Pelaksana Tugas Pemerintahan Dalam Rangka Kampanye Pemilihan Umum, dan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pemeriritahan dan pembangunan Provinsi ………. dengan hormat kami sampaikan usul
penetapan Pelaksana Tugas Pemerintahan sehari-hari, yaitu :

Nama
:

NIP
:

Pangkat/Gol
: 

Jabatan
:

Sebagai pertimbangan Menteri Dalam Negeri terlampir kami sampaikan Keputusan Kemisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Resmi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden/Keputusan Presiden tentang Status Non Aktif dan atau Keputusan Presiden tentang Cuti Melakukan Kampanye Pemilihan Umum/Anggota Tim Kampanye Calon …….. ;

Demikian untuk maklum.

GUBERNUR 
………

TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

HARI SABANO

LAMPIRAN XII KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR
:146 Tahun 2004

TANGGAL
:1 Maret  2004

BENTUK NASKAH DINAS PENETAPAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS PEMERINTAHAN
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR:

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang 
:
Bahwa sesuai Peraturan pemerintah Nornor 9 Tahun.2004 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor....Tahun 2004, Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pelaksana tugas pemerintahan;

Mengingat
:
1. 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor
43 Tahun 1999 ;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ...Tahun 2004 Memperhatikan Keputusan Presiden/Menteri Dalam Negeri/Komisi Pemilihan Umum Nomor…  Tahun 2004 tentang ……… 


MEMUTUSKAN

Menetapkan
:

PERTAMA
: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

1.
Nama
:

NIP
:

2.
Pangkat/Gol
:

Jabatan
:

terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Pemerintahan ………..

KEDUA
:
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

ASLI 
Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di 

Pada tanggal

TEMBUSAN
:
Keputusan ini disampaikan kepada :
A.N. Presiden R.I 

1.

MENTERI DALAM NEGERI

2.

TTD

3. dst.
NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI

Ttd

             HARI SABARNO


LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR
: 146 Tahun 2004

TANGGAL
: 1 Maret 2004
BENTUK NASKAH DINAS USUL PENETAPAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS PEMERINTAHAN
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BUPATI/WALIKOTA 


Kepada

Nomor
:

Sifat
:
Yth. Menteri Dalam Negeri

Lampiran
:

Melalui Gubernur …….

Perihal
:
Usul Penetapan Sekretaris Daerah
di

Kabupaten/Kota ……….. Sebagai 
…………..


Pelaksana Tugas Pemerintahan.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor …Tahun 2004 Bupati dan Wakil Bupati …….
/Walikota dan Wakil Walikota ……… ditetapkan secara resmi dan bersamaan sebagai talon Presiden dan Calon Wakil Presiden/melaksanakan cuti untuk melakukan kampanye pemilihan umum/ Anggota Tim Kampanye Presiden Calon ……….


Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ………
Tahun 2004 tentang Permintaan Cuti, Penetapan Status Non Aktif Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dan Penetapan Sekretaris Daerah sebagai Pelaksana Tugas Pemerintahan Dalam Rangka Kampanye Pemilihan Umum, dan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan Kabupaten/Kota ……….
dengan hormat kami sampaikan usul penetapan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, yaitu :

Nama
:

NIP
:

Pangkat/Gol 
:

Jabatan
:

Sebagai pertimbangan Gubernur terlampir kami sampaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Resmi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Status Non Aktif dan atau Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Cuti Melakukan Kampanye/Anggota Tim Kampanye Calon....;

Demikian untuk maklum.

BUPATI/WALIKOTA 
………..

TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

HARISABARNO

LAMPIRAN XIV KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR
:146 Tahun 2004

TANGGAL
:1 MARET 2004


BENTUK NASKAH DINAS SURAT GUBERNUR KEPADA MENTERI DALAM NEGERI
TENTANG USUL PENETAPAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS PEMERINTAHAN
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GUBERNUR 




………………………..,

Kepada

Nomor
:

Sifat
:
Yth.
Menteri Dalam Negeri 

Lampiran
:
di

Perihal
: Usul Penetapan Sekretaris Daerah
Jakarta

Kabupaten/ Kota 
Sebagai

Pelaksana Tugas Pemerintahan

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
Tahun

2004 Bupati dan Wakil Bupati
/Walikota dan Wakil Walikota 

ditetapkan secara resmi dan bersamaan sebagai talon Presiden dan Calon Wakil Presiden/melaksanakan cuti untuk melakukan kampanye pemilihan umum/Anggota Tim Kampanye Calon Presiden/Caton Wakil Presiden

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
Tahun 2004 tentang Permintaan Cuti, Penetapan Status Non Aktif Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dan Penetapan Sekretaris Daerah sebagai Pelaksana Tugas Pemerintahan Dalam Rangka Kampanye Pemilihan Umum, dan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan togas pemerintahan Kabupaten/Kota ………… , dengan hormat kami sampaikan usul penetapan Pelaksana Tugas Pemerintahan, yaitu :

Nama
:

NIP
:

Pangkat/Gol
:

 Jabatan
:

Sebagai pertimbangan Menteri Dalam Negeri terlampir kami sampaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Resmi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Status Non Aktif dan atau Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Cuti Melakukan Kampanye/Anggota Tim Kampanye Calon....;

Demikian untuk maklum.

GUBERNUR …………

TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI,

 ttd

  HARI SABARNO

LAMPIRAN XV : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR
:146 Tahun 2004

TANGGAL
:1 MARET 2004


BENTUK NASKAH DINAS PENETAPAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS PEMERINTAHAN
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR :

MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang
:
Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. …. Tahun 2004, Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Pemerintahan ;

Menimbang
:
1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor
43 Tahun 1999;

2.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor …….. Tahun 2004;

Memperhatikan
:
Keputusan Menteri Dalam Negeri/Komisi Pemilihan Umum Nomor …… Tahun 2004 tentang ……… 

MEMUTUSKAN

Menetapkan
:
Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

PERTAMA
:

1.
Nama 
:

NIP
:

Pangkat/Gol
:

Jabatan
:

Terhitung mulai tanggal.… ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Pemerintahan ….

KEDUA
:
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

ASLI
Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

TEMBUSAN
:
Keputusan ini disampaikan kepada :
A.N. PRESIDEN R.I.

1. MENTERI DALAM NEGERI

2.                  TTD

3. dst.
         NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI

                   Ttd

         HARI SABARNO
Yth.	Menteri Dalam Negeri di





Jakarta








